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P U T U S A N

Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Krw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK. 3215150706560002, Kelahiran Karawang, 07 Juni 1956 (umur

67  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pangkalan 2 RT 004

RW  002  Desa  Mekarmaya   Kecamatan  Cilamaya  Wetan

Kabupaten  Karawang,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

kepada Tatang Wahyudin,  SH.,  dan Ahmad Fatoni,  SH/para

Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Fatoni, SH dan Rekan,

yang beralamat di Dusun Krajan Desa Mekarjaya RT.02/RW.01

Kecamatan  Purwasari,  Kabupaten  Karawang berdasarkan

Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  27  Mei  2024,  sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 3215154704790005, Kelahiran Karawang, 01 April 1979 (umur

45  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Turisari RT 006

RW  003  Desa  Mekarmaya  Kecamatan  Cilamaya  Wetan

Kabupaten Karawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di

muka persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Karawang  dibawah

Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 29 Mei 2024, telah mengajukan hal-

hal sebagai berikut :

1.   Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri  yang sah yang

melakukan pernikahan pada hari  Senin 08 November 2021, jam 10.00.

Wib  dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten karawang berdasarkan Kutipan

Akta Nikah Nomor: 0488/014/XI/2021  dan sesudah akad nikah Pemohon

mengucapkan sighat taklik talak.   

2.   Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat  tinggal  di  Turisari  RT  006  RW  003  Desa  Mekarmaya

Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, namun sejak tanggal

12  September  2023  Pemohon  berdomisili  di  alamat  sesuai  alamat

Pemohon  diatas,  saat  itu  Pemohon  bekerja  sebagai  Wiraswastawan

sementara Termohon sebagai ibu rumah tangga, Pemohon dan Termohon

pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri  (Ba'daduhul) dan

selama pernikahan tersebut di tidak dikaruniai anak.   

3.   Bahwa  awalnya  pernikahan  tersebut  terlihat  Pemohon  dan  Termohon

bahagia  namun  pada  sekitar  tanggal  17  Oktober  tahun  2022  timbul

percekcokan diantara keduanya, percekcokan tersebut di sebabkan ada

laki-laki  lain  dalam  kehidupan  rumah  tangga  mereka,  sejak  itu  sering

sekali  timbul  cekcok  dimana  kehidupan  rumah  tangga  selalu  diwarnai

kecurigaan  dari  Pemohon  saat  melihat  Termohon  ketahuan  telponan

dengan laki-laki lain.   

4.   Bahwa sifat lain dari Termohon yang menjadi pemicu perselisihan adalah

Termohon  tidak  taat  lagi  pada  Pemohon,  tiap  Pemohon  menyuruh

Termohon selalu Termohon menolaknya dan Termohon juga sudah tidak

mau diajak berhubungan suami isteri,  maka atas hal  ini  pula keributan

sering  terjadi  dan  semakin  menguatkan  dugaan  Pemohon  bahwa

Termohon sudah ada yang lain dalam hatinya. 
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5.   Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar tanggal 12 September tahun

2023,  dimana  kembali  terjadi  cekcok  diantara  keduanya  dimana

Termohon  menginginkan  bercerai  akhirnya  dengan  terpaksa  Pemohon

pergi  meninggalkan rumah kediaman bersama dan  menetap  di  alamat

sesuai  alamat Pemohon di  atas,  sejak itu  Pemohon dengan Termohon

tidak berhubungan lagi sampai sekarang terhitung 9 bulan lamanya.   

6.   Bahwa  atas  dasar  seperti  yang  disebutkan  di  atas  Pemohon  merasa

sudah  tidak  mungkin  lagi  mempertahankan  rumah  tangganya,  karena

sudah  tidak  mungkin  Termohon  bisa  menjadi  isteri  yang  baik  bagi

Pemohon, maka dengan semua kejadian di atas Pemohon merasa bahwa

perpisahan adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. 

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan

hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  untuk  menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2.   memberi  izin  kepada Pemohon (Pemohon)  untuk   Menjatuhkan Thalaq

Satu Roj'i kepada Termohon (Termohon). 

3.  Membebankan biaya perkara menurut Hukum; 

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Tatang

Wahyudin, SH, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

27 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang

dengan Nomor 1446/KS/V/2024/PA.Krw;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  dengan

didampingi kuasa  hukumnya  datang  menghadap  di  muka  persidangan,

sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  padahal  kepadanya  telah  dipanggil  dengan

resmi dan patut,  sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan

oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;
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Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  baik

secara  prinsipal  maupun melalui  kuasa  hukumnya  agar  Pemohon  dapat

membina  kembali  rumah  tangganya  dengan  Termohon,  akan  tetapi  tidak

berhasil  dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk

dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa,  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dimulai  dengan

membacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  0488/014/XI/2021,

tertanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama  Kecamatan Cilamaya  Wetan,  Kabupaten  Karawang.  Bukti

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai  (Bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi  I,  di  Kabupaten  Karawang,  dibawah  sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal

dengan Termohon;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  istri

yang menikah pada tahun 2021;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  membina  rumah

tangga terakhir di rumah Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

 Bahwa  pada  awal  menikah  rumah  tangga  Pemohon

dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan

Oktober  tahun  2022  tidak  harmonis,  sering  berselisih  dan

bertengkar;
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 Bahwa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena ada laki-

laki lain dalam kehidupan rumah tangga mereka, sejak itu sering

sekali  timbul  cekcok  dimana  kehidupan  rumah  tangga  selalu

diwarnai  kecurigaan  dari  Pemohon  saat  melihat  Termohon

ketahuan  telponan  dengan  laki-laki  lain  dan  tiap  Pemohon

menyuruh Termohon selalu Termohon menolaknya dan Termohon

juga sudah tidak mau diajak berhubungan suami isteri;

 Bahwa  sejak  bulan  September  2023,  antara  Pemohon

dengan  Termohon  pisah  tempat  tinggal,  Termohon  pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama itu antara

Pemohon dengan Termhon tidak pernah bersatu kembali;

 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para

pihak, namun tidak berhasil;

 Bahwa  saksi  pernah  berusaha  menasehati  Pemohon,

akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

kembali;

2. Saksi  II,  di  Kabupaten  Karawang,  dibawah  sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa  saksi  adalah  keponakan  Pemohon  dan  kenal

dengan Termohon;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  istri

yang menikah pada tahun 2021;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  membina  rumah

tangga terakhir di rumah Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

 Bahwa  pada  awal  menikah  rumah  tangga  Pemohon

dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan

Oktober  tahun  2022  tidak  harmonis,  sering  berselisih  dan

bertengkar;
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 Bahwa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena ada laki-

laki lain dalam kehidupan rumah tangga mereka, sejak itu sering

sekali  timbul  cekcok  dimana  kehidupan  rumah  tangga  selalu

diwarnai  kecurigaan  dari  Pemohon  saat  melihat  Termohon

ketahuan  telponan  dengan  laki-laki  lain  dan  tiap  Pemohon

menyuruh Termohon selalu Termohon menolaknya dan Termohon

juga sudah tidak mau diajak berhubungan suami isteri;

 Bahwa  selama  8  (delapan)  bulan,  antara  Pemohon

dengan  Termohon  pisah  tempat  tinggal,  Termohon  pergi

meninggalkan kediaman bersama dan selama itu antara Pemohon

dengan Termhon tidak pernah bersatu kembali;

 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para

pihak, namun tidak berhasil;

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

kembali;

Bahwa,  Pemohon  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tidak  akan

mengajukan  suatu  apapun  dan  memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar

menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat  uraian pertimbangan ini  ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  menguasakan  kepada  kuasa

hukumnya Tatang Wahyudin, SH, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal

dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut,

akan  tetapi  tidak  datang  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai

Hal. 6 dari 15 hal.  Nomor perkara 1759/Pdt.G/2024/PA.Krw
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wakilnya/kuasanya  dan  tidak  ternyata  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan

tidak melawan hukum,  maka  Termohon  yang  telah  dipanggil  tersebut  harus

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya

dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  dan  ketentuan  Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  Majelis  Hakim telah

berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali

membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi  usaha tersebut  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  (vide

PERMA Nomor 1 Tahun 2016  Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon

yang  dahulu  menikah  secara  Islam dan  sekarang  para  pihak  berdomisili  di

wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai asas personalitas

keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan

peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara

relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  permohonan  Pemohon  pada

pokoknya  adalah  permohonan  cerai  talak  dengan  alasan  Pemohon dengan

Termohon  adalah  sebagai  suami  isteri,  pada  awalnya  rukun  dan  harmonis

namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat

rukun lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada asasnya

dalil-dalil  permohonan  Pemohon  telah  menjadi  fakta  tetap/dapat  diterima

dengan  tidak  hadirnya  Termohon  (verstek),  namun  demikian  pasal  tersebut

menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu
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tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak

melawan  hak  dan  beralasan  diperlukan  pengujian  dan  penilaian  melalui

pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara perceraian

yang  tidak  hanya  tunduk  pada  ketentuan  tersebut,  tetapi  juga  kepada

peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya; 

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan  menegaskan  bahwa  untuk  melakukan  perceraian

harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai

suami  isteri,  atau  sesuai  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 bahwa  perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan

bagi  pengadilan  mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,

pemeriksaan  perceraian  tidak  hanya  sebatas  memeriksa  ketidak  hadiran

Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang

dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur

tentang  perceraian,  sedangkan  alasan/alasan-alasan  itu  baru  dapat

dipertimbangkan  jika  telah  dibuktikan,  oleh  karenanya  majelis  hakim

memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh

yang terdapat dalam kitab : Al Anwar,  Juz II, halaman 55 yang berbunyi : 

 فان تعززبتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib 

maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang

diajukan oleh Pemohon  berupa bukti surat  yang diberi kode (P), serta 2 (dua)

orang saksi, sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P),  berupa  fotokopi   Buku

Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon,  telah sesuai dengan

aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal

2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai  bernilai  sebagai  alat  bukti,  bukti

tersebut  isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon
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dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon

dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh

karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; 

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-

saksi  yang telah  dewasa,  telah  diperiksa  seorang demi  seorang dan bukan

orang-orang  yang  dilarang  menjadi  saksi  sebagaimana  Pasal  145  ayat  (1)

angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat

(1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan

sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri

sebagaimana Pasal  171 ayat  (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan

pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenannya secara materiil

dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan para saksi

terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sebagai  suami  istri,

mereka menikah pada tanggal  08  November 2021, dihadapan Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Cilamaya

Wetan, Kabupaten Karawang;

 Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir

di rumah Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

 Bahwa  pada  awal  menikah  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober tahun

2022 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

 Bahwa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

antara  Pemohon  dengan  Termohon  karena  ada  laki-laki  lain  dalam

kehidupan rumah tangga mereka,  sejak itu  sering sekali  timbul  cekcok

dimana  kehidupan  rumah  tangga  selalu  diwarnai  kecurigaan  dari

Pemohon saat melihat Termohon ketahuan telponan dengan laki-laki lain
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dan tiap Pemohon menyuruh Termohon selalu Termohon menolaknya dan

Termohon juga sudah tidak mau diajak berhubungan suami isteri;

 Bahwa  selama  9  (sembilan)  bulan,  yaitu  sejak  bulan

September  2023,  antara  Pemohon  dengan  Termohon  pisah  tempat

tinggal,  Termohon  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  dan

selama  itu  antara  Pemohon  dengan  Termhon  tidak  pernah  bersatu

kembali;

 Bahwa  pihak  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan  para  pihak,

namun tidak berhasil;

 Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- B

ahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus-menerus serta diantara mereka sudah tidak ada

harapan untuk hidup rukun lagi;

- B

ahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara  Pemohon

dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023

atau selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang;

- B

ahwa pihak keluarga telah  berupaya  mendamaikan para  pihak,  namun

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir

dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri

dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur

batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada

dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan

tersebut sudah pecah;
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Menimbang,  bahwa selain  itu  dalam ikatan perkawinan,  suami  isteri

dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat  mutualistis, antara lain

mutual  respect (saling  menghormati),  mutual  help (saling  bantu  membantu),

mutual  cooperation (saling  bekerja  sama),  mutual  inter-dependency (saling

ketergantungan)  dan  mutual  understanding (saling  pengertian),  tetapi  dalam

perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  berarti  alasan  perceraian

sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor

1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

jo pasal  116 huruf (b) Kompilasi  Hukum Islam, jo.  Surat  Edaran Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b)

angka 2, tersebut telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang

didalamnya  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah tangga  bahagia  yang  penuh  rahmah dan  kasih  sayang

seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan suami  istri,  justru  sebaliknya

akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi

salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  apabila  rumah  tangga

yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan

mudarat  yang  lebih  besar  sehingga  tidak  dapat  mewujudkan  tujuan  luhur

perkawinan yaitu untuk membentuk rumah  tangga  yang  bahagia,   tenteram,

kekal,   dan  damai (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki

oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo. pasal 2 dan pasal 3

Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi

sebagai berikut:

من أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلو
في ذلك ليات لقوم يتفكرون   بينكم مودة ورحمة إن  

Artinya:  ”Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya  :  "Apabila  mereka  berazam (bertetap  hati)  untuk  thalak,  maka

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab  Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi  al- Thalaaq, juz I, halaman 83, yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار السلم نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ول صلح وحيث تصبح

الربطة الزوج صورة من غير روح لن الستمرار معناه ان
 يحكم على احد الزوجين بااسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa

ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini

adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis

Hakim berpendapat :

1.

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan

menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri,

meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil,

maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon

dan Termohon, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu

sendiri,  membentuk  keluarga  bahagia  lahir  dan  batin  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat

Ar  Ruum ayat  21  dan Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974,

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun
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2019,  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,

tentang Perkawinan;

2.

Bahwa  unsur-unsur  alasan  perceraian  berdasarkan  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jo  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum  Islam,  telah  terpenuhi  dan  oleh  karenanya  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah  mempunyai  cukup alasan

untuk melakukan perceraian;

3.

Bahwa  oleh  karenanya  pula  berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  tentang  Perkawinan,  permohonan

Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan

Agama Karawang;

Menimbang,  bahwa  untuk  pelaksanaan  ikrar  talak  dimaksud,  maka

berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

akan ditetapkan setelah  putusan ini  berkekuatan hukum tetap ( incracht  van

gewijsde), dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa  perkara ini  termasuk dalam bidang perkawinan,

maka  berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50

tahun 2009,  maka biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;

3. Memberi  izin  kepada Pemohon (Pemohon)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Karawang;

4. Membebankan biaya kepada Pemohon yang hingga kini dihitung

sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari  Kamis,  tanggal  27 Juni  2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal  20 Dzulhijjah 1445 Hijriah,  oleh kami  Drs.  H.  A.

Syuyuti,  M.Sy  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  Abu  Aeman,  SH.MH.,  dan

Muhammad Sidik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh Misbah, S.Ag. sebagai  Panitera Pengganti  serta dihadiri  oleh Pemohon

dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon; 

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

             HakimAnggota,                         Hakim Anggota,

                       

      Drs. H. Abu Aeman, SH.MH.      Muhammad Sidik, S.Ag., MH..

Panitera Pengganti,

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Rp 60.000,00.-
2. Biaya proses Rp 75.000,00.-
3. Biaya panggilan Rp 90.000,00.-

4. Meterai Rp 10.000,00.-
Jumlah Rp 235.000.00.-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.  Nomor perkara 1759/Pdt.G/2024/PA.Krw

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


